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ABSTRACT

Irwan, 2016. Maturity Level Assesment at Maturity Attributes Awareness and
Communication in Implementation of E-Government in Agam District Using E-
Government Capability Maturity Model.

Agam has organized e-government program since 2003, which marked the
launch of the web site Agam District Government which can be accessed at the
address: http://agamkab.go.id. After twelve years running, from 43 (forty-three)
institution units in Agam, half already have an official web site. From the entire
web site is only ten percent are evolving toward maturation phase, the rest are
still at the stage of preparation. To determine the condition and the attention of
local governments in implementing e-government program in Agam District
required an assessment of action.

This research is a descriptive study using a combination of quantitative
research design with nested qualitative concurent type. Framework used in this
study is an e-Government Capability Maturity Model. This study aims to
determine the maturity level at maturity attributes of awareness and
communication on the implementation of e-government program in Agam District.

The results of this study indicate that the organizers of the eight agencies
that rated e-government, four institutions are at level one, three institutions are at
level two, and one institution is at level three. For Agam District, the level of
maturity at maturity attributes of awareness and communication in
implementation of e_government at the level of two.

Keywords : Maturity Level Assesment, E-Government Capability Maturity Model,
Maturity Attributes Awareness and Communication.
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ABSTRAK

Irwan, 2016. Penilaian Tingkat Kematangan Pada Atribut Kematangan
Awareness and Communication Penyelenggaraan E-Government di
Kabupaten Agam Dengan Menggunakan E-Government Capability Maturity
Model. Tesis Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Kabupaten Agam telah menyelenggarakan program e-government sejak
tahun 2003, yang ditandai dengan peluncuran web site Pemerintah Daerah
Kabupaten Agam yang bisa diakses pada alamat: http://agamkab.go.id. Setelah
dua belas tahun berjalan, dari 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Kabupaten Agam, separuhnya sudah memiliki web site resmi.
Dari keseluruhan web site tersebut hanya sepuluh persennya yang berkembang
menuju tahap pematangan, sisanya masih berada pada tahap persiapan. Untuk
mengetahui kondisi dan perhatian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan
program layanan e-government di Kabupaten Agam dibutuhkan sebuah tindakan
assesment.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan
desain penelitian gabungan kuantitatif dengan kualitatif tipe concurent nested.
Framework yang digunakan didalam penelitian ini adalah e-Government
Capability Maturity Model. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
kematangan pada atribut kematangan awareness and communication dari
penyelenggaraan program e-government di Kabupaten Agam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari delapan instansi
penyelenggara e-government yang dinilai, empat instansi berada pada tingkat
kematangan  level satu, tiga instansi berada pada tingkat kematangan level dua,
dan satu instansi berada pada tingkat kematangan level tiga. Untuk tingkat
Kabupaten Agam, tingkat kematangan pada atribut kematangan awareness and
communication penyelenggaraan program e-government berada pada level dua.

Kata Kunci : Penilaian tingkat kematangan, e-Government Capability Maturity
Model, Atribut kematangan Awareness and Communication.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan e-government secara nasional di Republik Indonesia

ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

E-Government. Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut telah

mengamanatkan kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk

mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas,

fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan

e-government secara nasional.

Pengembangan e-government adalah sebuah tugas besar yang

memerlukan perencanaan yang baik dan pentahapan dalam implementasinya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 juga menyatakan

tentang tahap pengembangan e-government yang terdiri dari empat tingkatan

yaitu: tahap persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Tingkat pertama adalah tahap persiapan yang meliputi tahap pembuatan

situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM dan penyiapan sarana akses

informasi digital. Tingkat kedua merupakan tahap pematangan, yang meliputi

tahap pembuatan situs informasi publik interaktif dan pembuatan antar muka

keterhubungan dengan lembaga lain. Tingkat ketiga merupakan tahap

pemantapan, yang meliputi tahap pembuatan situs transaksi pelayanan publik

dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Dan

tingkat keempat adalah tahap pemanfaatan, yang meliputi pembuatan aplikasi

untuk pelayanan yang bersifat internal antar pemerintah (G2G), antara

pemerintah dengan kalangan dunia usaha (G2B), dan antara pemerintah

dengan masyarakat (G2C) yang terintegrasi pada level proses, data dan

teknologi.

Usaha untuk menaikkan tingkatan dalam pengembangan e-government

menyebabkan terjadinya perubahan paradigma, pola pikir dan budaya kerja
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pada seluruh jajaran birokrat yang terlibat. Oleh karena itu, untuk meraih

keberhasilan dalam usaha menaikkan tingkat pengembangan e-government

dibutuhkan dukungan sistem, kebijakan, manajemen, sumber daya manusia,

dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government

pada tahun 2000, keberhasilan dalam menerapakan konsep e-government pada

sektor publik ditentukan oleh tiga elemen penting. Masing-masing elemen

tersebut seperti terlihat pada Gambar 1.1 adalah: dukungan (support),

kapasitas (capacity), dan manfaat (value).

Gambar 1.1. Elemen Keberhasilan Program E-government
Sumber: Indrajit (2005:30)

Dukungan (support) atau unsur “political will” adalah adalah elemen

paling penting yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam penyelenggaraan

program e-government. Dukungan ini nampak dalam wujud kebijakan,

sosialisasi program ke masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang

diperlukan dalam penyelenggaraan e-government. Dan kapasitas (capacity)

merupakan elemen yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam

menyelenggarakan program e-government. Kapasitas ini berkaitan dengan

ketersediaan sumber daya yang cukup dalam penyelenggaraan e-government.

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari

sisi pemerintah selaku penyelenggara e-government. Sementara itu, elemen

ketiga yaitu manfaat (value) merupakan aspek yang dilihat dari sisi penerima

manfaat program e-government. Penerima manfaat tersebut bisa dari kalangan

pemerintah sendiri, kalangan bisnis, atau dari kalangan masyarakat luas.

Perpaduan antara ketiga elemen penting tersebut akan membentuk

sebuah pusat syaraf jaringan e-government (nexus) yang menjadi kunci

support capacity

value

nexus
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keberhasilan penyelenggaraan program e-government. Jika ketiga elemen

penting tersebut lemah atau kurang diperhatikan oleh sebuah pemerintahan

dalam menerapkan konsep e-government, maka besar kemungkinan

implementasi e-government didalam penyelenggaraan pemerintahan akan

mengalami kegagalan.

Kabupaten Agam telah menyelenggarakan program e-government sejak

tahun 2003, yang ditandai dengan peluncuran web site Pemerintah Daerah

Kabupaten Agam yang bisa diakses pada alamat: http://agamkab.go.id.

Langkah ini kemudian diikuti oleh sejumlah perangkat daerah dalam lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Perangkat daerah sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah

Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2008 adalah unsur pembantu bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD, 12 (dua belas) Dinas Daerah, 13 (tiga belas) Lembaga

Teknis Daerah dan 16 (enam belas) Pemerintah Kecamatan.

Dari 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten Agam, separuhnya sudah memiliki web site resmi. Dari

keseluruhan web site tersebut hanya sepuluh persennya yang berkembang

menuju tahap pematangan, sisanya masih berada pada tahap persiapan.

Mengembangkan tahapan e-government, bukan hanya berarti

membangun dan mengembangkan web site, namun  juga harus membangun

sistem aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan prosedur dan kebijakan, dan transformasi layanan

penyelenggaraan pemerintah berbasis manual menuju layanan digital berbasis

teknologi informasi dan komunikasi. Sudah sejauh mana proses transformasi

menuju e-government di Kabupaten Agam? Untuk menjawab pertanyaan

tersebut dibutuhkan sebuah tindakan penilaian (assessment) penyelenggaraan

program e-government di Kabupaten Agam.

Penilaian tersebut pernah dilakukan oleh Direktorat E-Government

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementrian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia pada kegiatan Pemeringkatan e-Government
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Indonesia (PeGI) tahun 2012, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. Data

ini diambil dari web site resmi PeGI pada alamat: http://pegi.layanan.go.id. Ini

merupakan data penilaian terakhir untuk Kabupaten Agam, karena setelah itu

belum ada penilaian lagi dari PeGI. Setiap tahunnya hanya sepuluh persen dari

Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengikuti kegiatan PeGI ini.

Tabel 1.1. Hasil Penilaian PeGI Untuk Kabupaten Agam Tahun 2012

Kabupaten/
Kota Dimensi

Nilai
rata-
rata

Kategori

Kebija-
kan

Kelem-
bagaan

Infra-
struktur

Aplikasi Perencana-
an

Kabupaten
Agam 3,04 2,60 2,24 2,23 2,07 2,44 Kurang

Sumber: pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2012/SumateraBarat

Penilaian dilakukan pada lima dimensi e-government yaitu: kebijakan,

kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Masing-masing dimensi

memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya dianggap

penting, saling terkait, dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Hasil penilaian secara keseluruhan dinyatakan kedalam empat predikat

penilaian yaitu:

1. Nilai 1,0 s/d 1,6 : Sangat Kurang

2. Nilai 1,6 s/d 2,6 : Kurang

3. Nilai 2,6 s/d 3,6 : Baik

4. Nilai 3,6 s/d 4,0 : Sangat Baik

Kabupaten Agam mendapatkan  nilai rata-rata sebesar 2,44 (dua koma

empat puluh empat) dengan predikat penilaian: kurang. Nilai yang dihasilkan

dari penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) ini

menggambarkan kondisi penyelenggaraan e-government untuk tingkat

Kabupaten/Kota yang dinilai.

Penilaian PeGI ada pada tingkat makro dan bersifat umum, sedangkan

setiap instansi penyelenggara program e-government pada pemerintah daerah

Kabupaten Agam memiliki kondisi yang berbeda-beda. Untuk mengetahui

kondisi pada tingkat instansi dalam menyelenggarakan program e-government,

dibutuhkan suatu penilaian tingkat kematangan (maturity level).
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Salah satu model yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan

lembaga/instansi penyelenggara e-government adalah E-government

Capability Maturity Model. Model ini dikembangkan oleh sebuah tim yang

dipimpin oleh Hyunjung Lee bekerja sama dengan Asian Development Bank

(ADB) pada tahun 2011. Salah satu ciri dari E-Government Capability

Maturity Model adalah menggunakan atribut kematangan dalam penilaiannya.

Menurut Surendro (2009), atribut kematangan mempunyai peran

penting dalam menentukan tingkat kematangan suatu proses teknologi

informasi. Ada 6 (enam) atribut kematangan didalam model ini yaitu:

kepedulian dan komunikasi (awareness and communication); kebijakan,

standard, dan prosedur (policies, standards, and procedures); perangkat bantu

dan otomatisasi (tool and automation); keterampilan dan keahlian (skills and

expertise); pertanggungjawaban internal dan eksternal (responsibility and

accountability); penetapan tujuan dan pengukuran (goal setting and

measurement). Salah satu keunggulan dari model ini adalah adanya

rekomendasi aksi yang diberikan untuk meningkatkan tingkat kematangan

(maturity level) dari instansi penyelenggara e-government yang dinilai.

B. Identifikasi Masalah

Dengan memahami latar belakang masalah diatas, maka dilakukan

identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Setelah dua belas tahun berjalan, layanan e-government yang

diselenggarakan oleh sebagian besar instansi pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Agam pada umumnya masih berada pada fase persiapan

(tingkat 1), hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perhatian dan

kesadaran instansi dalam menyelenggarakan layanan e-government di

Kabupaten Agam.

2. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian tingkat kematangan

penyelenggaraan program e-government di Kabupaten Agam.
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C. Batasan Masalah

Aspek dan indikator penilaian mengacu kepada model yang digunakan

didalam penelitian ini yaitu e-Government Capability Maturity Model. Model

ini memiliki 6 (enam) atribut kematangan. Mengingat banyaknya jumlah

pertanyaan kuesioner untuk setiap atribut kematangan, maka penelitian ini

dibatasi untuk menilai berdasarkan atribut kematangan yang pertama, yaitu :

Awareness and Communication (AC), tingkat perhatian dan komunikasi

instansi penyelenggara program e-government di Kabupaten Agam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Seberapa tinggi tingkat kematangan pada atribut kematangan Awareness and

Communication (AC) dari penyelenggaraan program e-government di

Kabupaten Agam?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kematangan

(maturity level) pada atribut kematangan Awareness and Communication (AC)

dari penyelenggaraan program e-government di Kabupaten Agam.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam mengembangkan kemampuan dan

meningkatkan kematangan instansi penyelenggara program e-government di

Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi

penyelenggaraan program e-government bagi instansi yang menjadi objek

penelitian.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian

meliputi: (a) Kesimpulan, (b) Implikasi, dan (c) Saran penelitian.

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan

program e-government dengan menggunakan e-Government Capability

Maturity Model pada atribut kematangan Awareness and Communication

(AC) di Kabupaten Agam, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai, terdapat 3

(tiga) tingkat kematangan yang berbeda, yaitu:

a. Tingkat Kematangan pada atribut kematangan AC level 3 (tiga) yaitu

level proses terdefinisi, ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Agam. Salah satu karakteristik penting tingkat

kematangan instansi pada atribut kematangan AC level proses

terdefinisi adalah adanya pemahaman stake holder instansi untuk

melaksanakan aktivitas proses teknologi informasi  pada indikator

menurut standar yang berlaku.

b. Tingkat kematangan pada atribut kematangan AC level 2 (dua) yaitu

level proses terpola, ada pada 4 (empat) SKPD, yaitu: Bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam,

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam,

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam, dan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam. Salah satu

karakteristik penting tingkat kematangan instansi pada atribut

kematangan AC level proses terpola adalah sudah ada perhatian stake

holder instansi terhadap pengenalan, pelatihan dan pengembangan

aktivitas proses teknologi informasi yang terkait dengan

penyelenggaraan layanan e-government.

c. Tingkat kematangan pada atribut kematangan AC level 1 (satu) yaitu



92

level inisial, ada pada 3 (tiga) SKPD, yaitu: Dinas Kesehatan

Kabupaten Agam, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Agam, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Agam. Salah satu karakteristik penting tingkat kematangan

instansi pada atribut kematangan AC level inisial adalah sudah

munculnya kesadaran stake holder instansi akan kebutuhan terhadap

aktivitas proses teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan

program layanan e-government.

2. Tingkat kematangan pada atribut kematangan Awareness and

Communication (AC) penyelenggaraan program e-government untuk

tingkat Kabupaten Agam rata-rata ada pada level 2 (dua). Artinya, sudah

ada perhatian stake holder instansi penyelenggara program e-government

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam terhadap kegiatan pengenalan,

pelatihan dan pengembangan aktivitas proses teknologi informasi yang

berhubungan dengan penyelenggaraan program e-government.

B. Implikasi

Dampak yang diharapkan setelah penilaian tingkat kematangan ini

adalah adanya peningkatan perhatian dan kesadaran dari instansi

penyelenggara program e-government pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Agam terhadap proses-proses teknologi informasi pada kelima domain yang

mempengaruhi tingkat kematangan instansi dalam menyelenggarakan program

e-government.

Dengan penilaian ini, diharapkan instansi penyelenggara program dan

layanan e-government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dapat

menyusun langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan instansi

dalam menyelenggarakan program e-government. Penilaian ini juga

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten

Agam untuk program peningkatan kematangan instansi penyelenggara

program dan layanan e-government di Kabupaten Agam.
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C. Saran

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan di dalam penelitian

ini, secara umum peneliti menyarankan kepada masing-masing instansi

penyelenggara program e-government pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Agam agar memperhatikan rekomendasi aksi pada setiap domain penilaian

yang dapat dilihat pada Lampiran 8 (halaman 159 s/d 188).

Untuk meningkatkan level kematangan instansi dalam penyelenggaraan

program layanan e-government, disarankan kepada:

1. Dishubkominfo Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses-

proses TI yang ada pada domain AI, terutama proses:

a. Mengidentifikasi layanan-layanan yang bisa dijadikan layanan

elektronis.

b. Merencanakan detail dan persyaratan teknis software aplikasi dari

layanan elektronis yang akan dilaksanakan.

c. Mengembangkan metodologi dan proses final untuk mengelola proses

pengembangan aplikasi.

Juga memperhatikan proses-proses pada domain ME, terutama proses:

a. Menetapkan suatu pendekatan umum dari kerangka kerja monitoring.

b. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data-data monitoring.

c. Menetapkan metode monitoring, contoh: metode balanced scorecard.

d. Menilai dan melaporkan kinerja.

2. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam,

supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain PO,

terutama proses:

a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.

b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan

performance TI saat ini.

c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.

3. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam,

supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain PO,

terutama proses:
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a. Pendirian struktur organisasi TI yang bertanggung jawab dalam

pengelolaan TI dan layanan elektronis yang dilaksanakan instansi.

b. Mengidentifikasi kebutuhan SDM TI dan melaksanakan kebijakan di

bidang SDM TI (rekrutmen dan pelatihan).

4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, supaya lebih

memperhatikan proses TI yang ada pada domain PO, terutama proses:

a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.

b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan

performance TI saat ini.

c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.

Juga proses-proses TI yang ada pada domain DS, terutama proses:

a. Merumuskan sebuah kerangka kerja untuk penetapan layanan-layanan

TI yang akan dilaksanakan.

b. Membangun sebuah katalog layanan TI.

5. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam, supaya lebih

memperhatikan proses TI yang ada pada domain AI, terutama proses:

a. Mengidentifikasi layanan-layanan yang bisa dijadikan layanan

elektronis.

b. Merencanakan detail dan persyaratan teknis software aplikasi dari

layanan elektronis yang akan dilaksanakan.

c. Mengembangkan metodologi dan proses final untuk mengelola proses

pengembangan aplikasi.

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, supaya lebih memperhatikan proses-

proses TI yang ada pada domain PO, terutama proses:

a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.

b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan

performance TI saat ini.

c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.

7. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam,

prioritas perhatian  diberikan kepada indikator pengelolaan kinerja dan

kapasitas layanan. Proses-proses TI yang ada pada indikator ini adalah:
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a. Membuat sebuah proses perencanaan untuk merevisi kinerja dan

kapasitas sumber daya TI.

b. Menyediakan kapasitas dan kinerja sumber daya TI untuk beban kerja

saat ini.

c. Memantau dan melaporkan kapasitas dan kinerja dari sumber daya TI.

d. Mengidentifikasi kecendrungan beban kerja di masa depan, sebagai

bahan untuk membuat perencanaan kapasitas dan kinerja sumber daya

TI di masa depan.

8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam,

supaya lebih memperhatikan proses-proses TI yang ada pada domain PO,

terutama proses:

a. Menghubungkan tujuan dari penerapan TI dengan tujuan instansi.

b. Mengidentifikasi titik-titik kritis ketergantungan instansi pada TI dan

performance TI saat ini.

c. Membangun rencana strategis dan rencana taktis TI.

d. Menganalisis dan mengelola portofolio layanan.
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